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diri ditengah-tengah terkait pengetahuan yang dimiliki, serta bagaimana melihat 
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Skripsi ini membahas tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di 
Kabupaten Luwu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran 
Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam 
mengimplementasikan Perda No 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu. Dan bagaimana efek yang 
ditimbulkan dari Implementasi Kebijakan Perda No 8 Tahun 2016. 
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis peelitian kualitatif bersifat deskriptif, 
yaitu berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen seperti foto dan 
catatan pribadi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data yang dilakukan dengan 
tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Teori yang 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori implementasi kebijakan dan teori 
birokrasi.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa terkait pelaksanaan kebijakan peyelenggaraan 
penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu sudah menunjukan hasil yang baik. 
Dimana kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan Daerah yang sudah 
dibuat oleh Pemerintah Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 
Hal ini dapat dilihat pada instansi yang terlibat didalam pelaksanaan Penyelenggaraan 
Penanggulanga Bencana di Kabupaten Luwu, yaitu: Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD), Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang salinng 
bekerja sama dengan baik. Dan yang menjadi pendorong terimplementasinya perda 
dengan baik karena adanya sumberdaya manusia yang cukup, adanya dana yang 
tersedia dan peralatan yang lengkap. Sedangkan yang menjadi penghambat, karena 
masih adanya masyarakat yang melanggar kebijakn pemerintah. 
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi: Perda No 
8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 






A. Latar Belakang 
Bencana alam terjadi hampir sepanjang tahun diberbagai belahan dunia, 
termasuk di indonesia, Indonesia merupakan salahsatu negara dengan tingkat 
kerawanan tinggi terhadap berbagai ancaman bencana alam. Bencana alam banjir, 
tanah longsor, dan degradasi lahan memiliki frekuensi kejadian sangat tinggi di 
indodesia. Posisi geografis indonesia di daerah tropis terletak di antara dua benua dan 
dua samudra menjadikan indonesia memiliki sistem cuaca dan iklim kontinen 
maritim yang khas. Meskipun pola iklim terjadi pergiliran teratur seperti bergantinya 
musim hujan dan musim kemarau, jika terjadi gangguan tropis, sering timbul cuaca 
ekstrim yang dapat memicu terjadinya bencana alam.
1
 
Peristiwa bencana senangtiasa disertai dengan cerita tragis penderitaan 
manusia yang tidak habis-habisnya. Menyisakan kerusakan alam dan materi yang 
tidak ternilai serta hancurnya peradaban manusia. Oleh karena itu, selama masih 
hidup di muka bumi yang rawan dengan berbagai bencana ini hendaknya manusia 
senantiasa waspada dan siaga menghadapi setiap kemungkinan bencana yang bakal 
terjadi. Manusia harus mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan terburuk 
yang datang menimpanya. Khusus bangsa indonesia, memahami bencana ini semakin 
penting mengingat kondisi alam dan geografis-geografis indonesia yang sangat rentan 
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terhadap bencana. Indonesia berada dalam wilayah yang memiliki kondisi wilayah 
geografis, geologis, hidrologis, dan demokrafis yang rawan terhadap terjadinya 
bencana dan frekuensi yang cukup tinggi.
2
 
Faktor kondisi alam tersebut diperparah oleh meningkatnya jumlah penduduk 
yang menjadi faktor pemicu terjadinya banjir secara tidak langsung. Tingkahlaku 
manusia yang tidak menjaga kelestarian hutan dengan melakukan penebangan hutan 
yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan meningkatan aliran air permukaan 
yang tinggi dan tidak terkendali sehingga terjadi kerusakan lingkungan didaerah suatu 
wilayah sungai. Bencana banjir yang terjadi di wilayah indonesia setiap tahunnya 
terbukti meninggalkan dampak pada kehidupan manusia dan hlingkungannya 
terutama dalam hal korban jiwa dan kerugian materi.
3
 
Konsep dari para pemikir biasanya didasarkan pada aspek internal manusia, 
terutama aspek psikologi. J.J. Rousseau memandang bahwa dalam diri manusia 
terdapat sifat-sifat terpuji, seperti sifat polos, mencintai diri secara spontan, dan tidak 




Potensi penyebab bencana di wilayah kesatuan republik Indonesia dapat 
dikelompokkan dalam tiga jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan 
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Soehatman Ramli, Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2010), 
h. 2-4. 
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Departemen Sosial Ri, Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
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Muhammad Saleh Tajuddin, Jurna, Bangunan Filsafat Politik Tentang Civil Society Dalam 




bencana sosial. Bencana antara lain berupa gempa bumi, banjir, letusan gunung 
berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, hama penyakit 
tanaman, epidemi, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. 
Sementara non alam antara lain disebabkan ulah manusia, kecelakaan transportasi, 
kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri ledakan nuklir dan pencemaran 
lingkungan. Bencana sosial antara lain berupa kerusakan dan konflik sosial dalam 
masyarakat yang sering terjadi.
5
 
Bencana banjir atau tanah longsor sangat banyak dipengaruhi oleh pola hidup 
manusia yang merambah hutan tanpa kendali sehingga gundul. Sebagai akibatnya 
daya dukung tanah menampung curah hujan menurun sehingga terjadi banjir. Semua 
bencana tersebut baik bersumber dari kekuatan alam maupun akibat perbuatan 
manusia harus dan dapat dihadapi dengan bijak dan dengan penuh rasa tanggung 
jawab terhadap kelangsungan kondisi bumi ini. Menyadari kondisii indonesia yang 
rawan bencana dan berdasarkan kasus bencana yang pernah terjadi sebelumnya, 
pemerintah indonesia pada tanggal 26 april 2006 menguluarkan Undang-undang 
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Bencana yang terjadi sebagian besar karena faktor perbuatan manusia, 
sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Allah memerintahkan kita agar tidak 
membuat kerusakan dimuka bumi ini sebagaimana dalam surah QS Ar Rum/30 : 41 




Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 
Ayat di atas menjelaskan adalah mempersekutukan Allah dan mengabaikan 
tuntunan- tuntunan agama, berdampak buruk terhadap diri mereka, masyarakat dan 
lingkungan. Ini dijelaskan oleh ayat di atas dengan menyatakan: telah nampak 
kerusakan di darat, seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, dan dilaut 
seperti ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai, disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia yang durhaka sehingga akibatnya Allah menciptakan, 
yakni merasakan sedikit, kepada mereka sebagai dari akibat perbuatan dosa dan 
pelanggaran mereka agar mereka kembali kejalan yang benar.
8
 
Adapun catatan bencana yang terjadi dikabupaten Luwu, ialah bencana banjir 
dan tanah longsor. Bencana banjir kembali terjadi di Kabupaten Luwu pada tanggal 
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Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya  (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2014). h. 
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17 april 2016, dengan cakupan wilayah yang cukup luas. Sedikitnya ada 2.000 rumah 
warga yang terendam banjir di enam kecamatan, di Kabupaten Luwu. Data Badan 
Benenggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu menunjukkan, wilayah 
yang terendam banjir yakni, Kecamatan Suli, antara lain di Kelurahan Suli, Desa 
Lempopacci, Desa Buntu Kunyi, Desa Malela, Desa Cimpu Utara, Desa Komba dan 
Desa Cakkeawo. Daerah lain yakni di Kelurahan Padangsubur, Kecamatan Ponrang, 
Kelurahan Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Desa Pompengan Tengah, dan 




Menurut pantauan BPBD Kabupaten  Luwu, banjir terjadi akibat curah hujan 
yang sangat tinggi yang mengakibatkan sejumlah suangai yang melintas di daerah ini 
tidak bisa menampung dan airpun meluap hingga kepemukiman warga,‖ ujar kepala 
BPBD Luwu, Mursyid Jufri, minggu (17/4/2016). Tidak hanya itu, banjir juga 
mengakibatkan tiga jembatan putus, yakni jembatan gantung di Desa Marinding, 
jembatan di Desa Malela, dan jembatan di Desa cakkeawo. Putusnya tiga jembatan 
ini mengakibatkan terputusnya transportasi warga. Yang mengakibatkan aktivitas 
ekonomi warga menjadi terganggu.
10
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Bencana lain yang terjadi di Kabupaten Luwu yaitu bencan tanah longsor, 
seperti yang terjadi pada tanggal 23 April 2017. Yang menyebabkan sebuah jembatan 
utama Desa roboh serta merusak rumah milik warga. Bhabinkantipmas Polsek Bupon 
Bripka Padli mengatakan tak hanya longsor, hujan yang terus mengguyur Kabupaten 
Luwu, juga membuat sungai salutepa di Desa Balutan, Kecamatan Bupon meluap 
hingga menyeret rumah kayu milik warga yang berada pada bantaran sungai serta 
merobohkan jembatan utama di Desa Balutan. Sebelumnya, tanah longsor juga terjadi 
di Kecamatan Lantimojong, kabupaten Luwu, yang mengakibatkan akses jalan satu-
satunya dari Kecamatan Bajo ke Kecamatan Lantimojong tertimbun. Tepatnya di 
Dusun Kalambe, Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat longsor cukup parah. Dan 
menjadi bencana longsor kedua pada bulam April 2017.
11
Peristiwa-peristiwa lokal 
yang terjadiharus ditempatkan sebagai peristiwa yang otonom dan memiliki 
keunikan, namun menjadi dasar pembentukan suatu bangsa.
12
 
Bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu 
sebagaimana yang telah dijelaskan dua contoh kasus bencana, memberikan dampak 
yang buruk bagi masyaraka setempat. Bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten 
Luwu, itu terjadi setiap musim penghujan. Sehubungan dengan itu perlu adanya 
penanganan dari pemerintah seperti di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang penanggulangan bencana yang di tetapkan pada tanggal 26 april 2007 dan 
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peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang 
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 
2008.
13
 Dengan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah tentang 
penanggulangan bencana serta kondisi daerah yang sering terkena bencana 
Pemerintah Kabupaten Luwu, melalui DPRD Mengeluarkan Peraturan Daerah No 8 
Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 
Berangkat dari kehidupan bermasyarakat yang tentunya dalam hal ini 
masyarakat muslim telah terdapat dalam hadits, merupakan salasatu tujuan hadirnya 
manusia dimuka bumi sebagai khalifah atau pemimpin yang akan melindungi 
masyarakatnya dari kesusahan, sebagaimana telah dijelahkan dalam hadis yang 
diriwayatkan oleh, Imam Bukhari yang mengatakan bahwa setiap orang adalah 
pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabanyannya atas kepemimpinannya: 
ُكلُُّكْم َراٍع َفَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، »َحِديُث َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر َرِضَي اهللُ َعْنُو، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: 
ُهْم، َواْلَمْرأَُة َراِعَيٌة َعَلى فَاأَلِمرُي الَِّذي َعَلى النَّاِس َراٍع  ُهْم، َوالرَُّجُل َراٍع َعَلى َأْىِل بَ ْيِتِو َوُىَو َمْسُئوٌل َعن ْ َوُىَو َمْسُئوٌل َعن ْ
لُّكْم َراٍع وَُكلُّكْم َمْسُئوٌل َعْن  َفكُ بَ ْيِت بَ ْعِلَها َوَوَلِدِه َوِىَي َمْسُئوَلٌة َعنْ ُهْم، َواْلَعْبُد رَاٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُىَو َمْسُئوٌل َعْنُو، َألَ 
14﴾﴿َأْخَرَجُو الُبَخارِيّ «. َرِعيَِّتوِ   
Artinya: 
Abdullah bin Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda, 
―Kalian semuanya adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab 
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terhadap rakyatnya. Pemimpin akan di tanya tentang rakyat yang di 
pimpingnya. Suami pemimpin keluarganya dan akan di tanya tentang 
keluarga yang di pimpinnya. Istri memelihara rumah suami dan anak 
anaknya dan akan di tanya tentang hal yang di pimpinnya. Seorang hamba 
(buruh) memelihara harta milik majikannya dan akan di tanya tentang 
pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua pemimpin dan akan di 
tuntut(Diminta pertanggung jawaban) Tentang hal yang di pimpinnya. 
Pemimpin sebagai pelayan dan rakyat sebagai tuan. Itulah kira-kira yang 
hendak disampaikan oleh hadis di atas. Meski tidak secara terang-terangan hadis di 
atas menyebutkan rakyat sebagai tuan dan pemimpin sebagai pelayan, namun 
setidaknya hadis ini hendak menegaskan bahwa islam memandang seorang pemimpin 
tidak lebih tinggi statusnya dari rakyat, karena hakekat pemimpin ialah melayani 
kepentingan rakyat. Jika kita tarik dalam konteks indonesia, sosok ―pelayan‖ yang 
bertugas untuk memenuhi kepentingan ―tuan‖ rakyat ini adalah Presiden, Menteri, 
Dpr, Mpr, Ma, Bupati, Walikota, Gubernur, Kepala Desa, dan semua birokrasi yang 
mendukungnya. Mereka ini adalah orang-orang yang kita beri kepercayaan (tentunya 
melalui pemilu) untuk mengurus segala kepentingan dan kebutuhan kita sebagai 
rakyat. Dan penjelasan hadis di atas dipertegas lagi dalam QS. Al-Baqarah /2:30. 
                         




ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya 
aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 
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"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 
Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui." 
Ayat di atas menjelaskan bahwa khalifah pada mulanya berarti yang 
menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar 
ini, ada yang memahami kata khalifah di sini dalam arti yang menggantikan Allah 
dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya, tetapi 
bukan karena Allah tidak mampu atau menjadi manusia berkedudukan sebagai tuhan, 
namun karena Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. 
Ayat di atas menunjukkan bahwa kekhalifaan terdiri dari wewenang yang di 
anugerakan Allah swt, makhluk yang diserahi tugas. Kekhalifaan mengharuskan 
makhluk yang diserahi tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk 
Allah yamg memberikannya tugas dan wewenang. Kebijaksanaan yang tidak sesuai 
dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifaan.
16
 
Negara-negara ummat islam meliputi bagian terbesar dunia ketiga di Asia-
Afrika, yakni dunia yang oleh barat secara pokrit dan pengelabuan dimana ―negara-
negara berkembang.‖ Dunia islam dibagi menjadi negara-negara utara yang makmur 
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Kabupaten Luwu merupakan salah satu daerah yang berada dalam wilayah 
administratif provinsi Sulawesi Selatan. Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah 
akibat pemekaran kota palopo yaitu Kabupaten Luwu bagian selatan yang teretak 
disebelah selatan kota Palopo dan wilayah Kabupaten Luwu bagian Utara yang 
teletak disebelah kota Palopo. 
Secara umum keadaan cuaca di pengaruhi oleh dua musim yaitu musim 





C yang merupakan tipe umum di daerah tropis. Sedangkan 
jika ditinjau dari ntensitas hujan, maka curah hujan paling tinggi pada bulan Juli 
dengan nilai 756 mm di belopa dan intensitas terendah terjadi pada bulan oktober di 
Kec bua dengan intensitas 6 mm, sementara itu, intensitas hujan tinggi yang merata 
tiap bulannya di Kecamatan bessesang Tempe dengan rata-rata 499 mm.
18
 
Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tentang 
penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu, maka penulis 
mengangkat judul tentang IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi 
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Terhadap Perda No 8 Tahun 2016. Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana di Kabupaten Luwu).  
B. Rumusan Masalah 
 Setelah melihat beberapa hal yang menjadi dasar pada latar belakang maka 
penulis merumuskan masalah yang akan mengarahkan penelitian penulis nantinya. 
1. Bagaimana Peran Pemerintah Dan Masyarakat Serta LSM Dalam 
ImplementasiPerda No 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu? 
2. Bagaimana Faktor Determinan Yang Ditimbulkan Dari Implementasi Perda 
No 8 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di 
Kabupaten Luwu? 
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
Penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus padaPeran Pemerintah dan 
masyaraka serta pihak suasta atau LSM dalam Implementasi Perda No 8 Tahun 2016 
Tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana dan bagaimana faktor determinan 
yang ditimbulkan dari Implementasi Perda No 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu.  
2. Deskripsi fokus 
Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, dapat dideskripsikan berdasarkan 
subtansi permasalahan dan subtansi pendekatan pada penelitian ini, bahwa adanya 




sendiri. Dan pemerintah daerah sebagai pemerintah yang akan melindungi 
masyarakatnya dari bencana alam melalui implementasi Perda No 8 Tahun 2016 
Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh 
informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan 
penelitian sebagai berikut yaitu: 
a. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah dan masyarakat serta pihak 
suasta atau LSM dalam penanggulangan bencana setelah Perda No 8 Tahun 
2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulang Bencana di tetapkan. 
b. Untuk mengetahui bagaimana faktor determinan yang ditimbulkan dari 
Implementasi Perda No 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu. 
2. Manfaat penelitian 
Sedangkan manfaat penelitian dalam penyusunan skripsi iniadalah sebagai 
berikut yaitu: 
a. Manfaat akademis: 
Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan berbagai 




1) Sebagai salahsatu syarat untuk menyelesaikan studi pada tingkat strata satu 
(S1) untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas 
Ushuluddin Filsafat dan Politik di Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. 
2) Penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangsi dan memperkaya 
khasanah kajian ilmu politik dan sebagai informasi tambahan kepada pembaca 
yang ingin mengetahui bagaimana Peran Pemerintah dan masyarakat serta 
pihak suasta atau LSM dalam Implementasi Perda No 8 Tahun 2016 di 
Kabupaten Luwu. 
b. Manfaat praktis: 
Secara praktis manfaat penelitian ini antara lain yaitu: 
1) Menjadi landasan dalam menganalisa bagaimana bentuk peran pemerintah 
dalam proses penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu. 
2) Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini peneliti dapat mengetahui 
bagaimana efek yang ditimbulkan dari Implementasi Perda No 8 Tahun 2016 
tentang penanggulangan bencana di kabupaten luwu serta penelitian ini dapat 
menjadi bahan acuan bagi peneliti lain. 
E. Tinjauan Pustaka 
Secara umum, tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu merupakan 
momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang 
ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan 








Studi tentang implementasi kebijakan perda tentang penyelenggaraan 
penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, jumlah terbitnya belum 
ada, akan tetapi dari data atau berkas yang ada masih kurang tentang penelitian 
implementasi kebijakan perda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana 
terkhusus di kabupaten luwu. Dari berbagai macam berkas/data yang ada. adapun  
berbagai hasil referensi dan karya ilmiah yang relevan dengan implementasi 
kebijakan perda sebagai berikut. 
No  Nama  judul Masalah  Metodolo
gi  


















































lanjutan, dan usaha 
rehabilitasi sesuai 
dengan arah pembinaan 
yang tertuang pada 
Peraturan Daerah No 2 
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baik itu sifatnya 
mendukung maupun 
sifatnya penghambat di 
mana faktor pendukung 
terdiri atas (1) 
Tersedianya regulasi 
sebagai dasar hukum 
dalam meminimalisir 






Daerah dan Perusahaan 
Swasta, (3) Tersedianya 
sumber daya yang 
memadai untuk 









































































Implentasi Perda No 12 




Maros belum berjalan 






pemerintah Daerah dan 
tidak tersediannya 
sarana dan prasarana 




















































Hasil penelitian ini 
yaitu KBBM dapat 
diimplementasikan di 
Kelurahan Prenggan 
dan Benner. Pelatihan 
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yaitu program perilaku 






sedangkan di Kelurahan 
Bener yaitu pertolongan 
pertama. Faktor 
penghambat secara 
internal yaitu cash 
request yang diajukan 
hanya sebagian yang di 
Acc dan sebagian 
dipending; faktor 
penghambat secara 
eksternal yaitu adanya 
birokrasi-birokrasi 
pemerintah yang sangat 
panjang. Tidak adanya 
media informasi  yang 
berfungsi 
menyampaikan hasil 
atau program dari 
pertemuan pemangku 
kebijakan (tingkat 
RW/RT) kepada warga, 
rendahnya kesadaran 
warga terhadap 
ancaman dan bahaya di 
daerahnya, adanya gab-
gab ditingkat warga. 
Faktor pendukung 
secara internal yaitu 
adanya kerja sama 
dengan DRC sehingga 
ada bantuan dana untuk 
program KBBM, 
dukungan dari pengurus 





























SDM sudah ada yaitu 
relawan PMI, faktor 
pendukung secara 










































Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa 
pertama implementasi 
tugas dan fungsi badan 
penanggulangan 
bencana daerah di 
kabupaten maros belum 
berjalan dengan optimal 
dapat dilihat dari sarana 
dan prasarana yang 
kurang memadai, 
penyebarluasan peta 
rawan bencana yang 




bencana yang belum 
maksimal. Kedua, 
keadaan BPBD di 
Kabupaten Maros 
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implementasi tugas dan 
fungsi BPBD di 
Kabupaten Maros yaitu 
adanya dukungan dari 
pemerintah kabupaten, 
banyaknya instansi dan 





sarana dan prasarana 
yang kurang memadai, 
pengangkatan ketua 




yang tidak berkompoten 
di bidang 
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terjun di lapangan yang 
terkena bencana dalam 






bencana pada masa 
tanggap darurat dan 
dukungan logistic, 
dalam bidan rehabilitasi 
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masih belum maksimal 
pasalnya dalam 
tugasnya BPBD dalam 
menanggulangi bencana 





















peralatan yang sesuai 
dengan standarnisasi 
yang di atur dalam 
perundang undangan, 






padahal dukungan dari 
pemerintah selalu 
maksimal. Kurangnya 
koordinasi yang baik 
dari BPBD kepada 
instansi/organisasi yang 
lain juga menjadi 








turut andil dalam 
penanggulangan 
bencana yang selalu 
maksimal dalam 
memberikan 
dukungannya, baik saat 
terjadi bencana dan 
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perda dengan cara 
menyiapkan sumber 




bencana dan relawan 
serta para penggiat 

















                                                             
24
Amalina dyah purwoningrum, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara 
dalam Menagnggulangi Bencana Tahun 2014, skripsi (Semarang: Ilmu Sosial, Universitas Negeri 






A. Implementasi kebijakan publik 
Pengertian implementasi kebijakan adalah Teori George C.Edwards III (1980) 
dalam pandangan Edwards III Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat 
variabel, yaitu:  (1) Komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur 
birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.
25
 
Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi 
oleh dua variabel besar, yaitu misi kebijakan, dan lingkungan implementasi. Variabel 
isi kebijakan ini mencakup:  
a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau termuat dalam isi kebijakan; 
b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, di wilayah 
slum areas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan dari pada 
menerima program sepeda motor; 
c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dan sebuah kebijakan. suatu program 
yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih 
sulit diimplementasikan dari pada programa sekedar memberikan bantuan 
kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin; 
d. Apakah letak sebuah program sudah tepat; 
e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; 
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f. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. 
Sedangkan vaiabel lingkungan mencakup: 
a. Seberapa besar kekuasaan, keepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para 
aktor yang terlibat dalam implemetasi kebijakan; 
b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; 
c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.26 
Masalah implementasi kebijakan dengan mendasarkan konsepsi-konsepsi 
kegiatan fungsional. Beberapa dimensi dan implementasi pemerintahan mengenai 
program-program yang sudah disahkan, kemudian menetukan implementasi, juga 
membahas aktor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi yang 
merupakan lembaga eksekutor. Jadi implementasi merupakan suatu proses yang 
dinamis yang melibatkan secara terus-menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang 
akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-
kegiatan yang mengarah pada suatu program kedalam tujuan kebijakan yang 
diinginkan. 
 Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan 
adalah:  
a. Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program 
kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan. 
b. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program 
kedalam tujuan kebijakan. 
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Rippley dan Franklin (1982) menyatakan keberhasilan implementasi 
kebijakan program ditinjau dari faktor yaitu: 
a. Presfektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari 
kepatuhan atas mereka. 
b. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya 
persoalan. 
c. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua 
pihak terutama kelompok penerima mamfaat yang diharapkan.
28
 
Peters (1982) mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan 
beberapa faktor: 
a. Informasi  
Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang 
kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun keoada para pelaksana dan isi 
kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu. 
b. Isi kebijakan  
Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan 
kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstem atau 
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kebijakan itu sendiri, menunjukan adanya kekurangan yang sangat berarti ataupun 
adanya kekurangan yang menyangkut sumberdaya pembantu. 
c. Dukungan 
Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya 
tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. 
d. Pembagian potensi  
Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi 
dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas 
dan wewenag.
29
 Teori implementasi kebijakan publik ini digunan sebagai landasan 
untuk melihat bagaimana bagaimana peran pemerintah dan masyarakat serta pihak 
suasta atau LSM dalam melakukan penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor 
yang terjadi di Kabupaten Luwu. 
B. Teori Birokrasi 
Hague, Harrop dan Breslin bahwa, ―Birokrasi adalah organisasi yang terdiri 
atas aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintahan, memberikan 
nasehat, dan melaksanakan keputusan kebijakan‖. Lebih jauh dijelaskan bahwa 
birokrasi memiliki beberapa fungsi/tugas adalah menjamin pertahanan keamanan, 
memelihara ketertiban, menjamin keadilan, peningkatan kesejahteraan rakyat, 
pemeliharaan sumber daya alam, dan sebagainya. Eksistensi birokrasi merupakan 
organ utama dalam sistem dan kegiatan pemerintahan karena birokrasi dapat 
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menjalankan peran-peran tertentu atas otoritas negara, yang merupakan suatu hal 
yang tidak dapat dilakukan oleh badan/institusi lain mana pun.
30
 
Kategori negara berkembang, birokrasi dimata masyarakat tentunya masih 
mempunyai makna dan fungsi yang sangat dominan ketimbang dinegara maju, 
dimana birokrasi itu sendiri hadir. Hal ini bisa dipahami karena biroksasi masih 
dipandang sebagai instrumen pokok negara untuk melaksanakan keputusan-keputusan 
serta kebijaksanaan. Dengan kata lain, birokrasi menempati posisi sentral sebagai 
sistem untuk mengatur jalannya roda pemerintahan. Idal Bahri Ismail mengatakan 
bahwa salah satu ciri yang menonjol dalam birokrasi moderen adalah hierarki 
jabatan-jabatan (atasan dan bawahan) dan terdapat rekruitmen, promosi, penggajian 
pemisahan bidang pribadi dengan jabatan yang kesemuanya diatur menurut undang-
undang. Namun dalam pandangan Weber, birokrasi legal rasional merupakan bentuk 
yang paling murni dari wewenang legal-rasional, impersonal, dan netral. Mekanisme 
kerja birokrasi itu diatur dengan seperangkat aturan formal yang berjalan secara 
otomatis tanpa pandang bulu. Ditambahkan pula oleh Weber bahwa birokrasi rasional 
sebagai unsur pokok dalam rasionalitas dunia modern yang baginya jauh lebih 
penting dari sebuah proses sosial.
31
 
Menurut Max Weber birokrasi menyerupai legal-rasional yang ditandai oleh: 
(a). Tingkat spesialisasi yang tinggi; (b). Struktur kewenangan hirarkis dengan 
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batasan-batasan kewenangan yang jelas;(c). Hubungan antar anggota organisasi yang 
tidak bersifat pribadi; (d). Rekrutmen yang didasarkan atas kemampuan teknis; (e). 
Diferesiasi antara pendapatan resmi dan pribadi. Kualitas ini ingin dicapai melalui 
pengaturan struktural seperti hirarki kewenangan, pembagian kerja, profesionalisme, 
kata kerja, dan sistem pengupahan yang kesemuanya berlandaskan aturan-aturan.
32
 
Terminologi birokrasi dalam literatur Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu 
politik sering dipergunakan dalam beberapa pengertian. Sekurang-kurangnya terdapat 
tujuh yang sering terkandung dalam istilah birokrasi yaitu, (1). Organisasi yang 
rasional, (2). Ketidakefisienan organisasi, (3). Pemerintahan oleh pejabat, (4). 
Administrasi negara, (5). Adminstrasi oleh pejabat, (6). Bentuk organisasi dengan 
ciri-ciri kualitas tertentu seperti hirarki dan peraturan-peraturan, (7). Salah satu ciri 
yang esensial dari masyarakat modern. Dari berbagai macam pengertian yang sering 
muncul dalam terminologi birokrasi, dapat disistematiskan dalam tiga kategori, yaitu: 
pertama, demokrasi dalam pengertian yang baik dan rasional, seperti yang terkandung 
dalam pengertian Hegelian Bureaucracy dan Weberian Bureaucracy; Kedua, 
birokrasi dalam pengertian sebagai suatu penyakit (Bureau Pathology) seperti 
diungkap oleh Karl Max, Laski, Rober Michels, Donald, P. Warwich, Michels 
Crocier, Fred Luthan, dan sebagainya: dan ketiga, birokrasi dalam pengertian netral 
(Value –Free), artinya tidak terkait dengan baik dan buruk. Dalam pengertian netral 
ini birokrasi dapat di artikan sebagai: keseluruhan pejabat negara di bawah pejabat 
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politik, atau birokrasi bisa juga di artikan sebagai setiap organisasi yang berskala 
besar (every big organization is bureaucrasy).
33
 Teori birokrasi yang penulis gunakan 
ini akan menjadi acuan untuk melihat bagaimana pungsi pemerintah di Kabupaten 
Luwu. Apakah pemerintah sudah melaksanakan tugasnya sebagaimana telah di 
















                                                             
33
Priyo Budi Santoso, Birokrasi Pemerintah Orde Baru Perspektif Kultural dan Struktural 
























PERDA NO 8 TAHU 2016 
KEBIJAKAN PUBLIK 



























METODE PENELITIAN  
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif bersifat 
deskriptif. Penelitian Kualitatif yaitu meneliti informan sebagai subjek penelitian 
dalam lingkungan hidup kesehariannya. Untuk itu, Peneliti sedapat mungkin 
berinteraksi secara dekat dengan informan. Sedangkan penelitian kualitatif bersifat 
deskriptif yaitu berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokemun pribadi 
seperti foto, catatan pribadi, perilaku gerak tubuh, mimik, dan banyak hal lain yang 
tidak didominasi angka-angka sebagaimana penelitian kuantitatif.
34
 
B. Lokasi Penelitian  
Lokasi yang di gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah Kabupaten 
Luwu dengan berdasarkan rumusan masalah yang fokus dalam peran pemerintah dan 
masyarakat serta pihak suasta atau LSM dalam implementasi perda bencana dan 
bagaimana efek yang ditimbulkan dari implementasian perda bencana. 
C. Sumber Data Penelitian 
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan serta 
data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data merupakan keterangan-keterangan 
tentang suatu hal dapat berupa suatu yang diketahui atau yang di anggap data dapat 
digambarkan lewat angka, simbol, dan lain-lain. Data perlu dikelompokkan terlebih 
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dahulu sebelum dipakai dalam proses analis, pengelompokan disesuaikan dengan 
karakteristik yang menyertainya seperti: 
a. Data Primer 
Yakni pengumpulan data yang secara langsung pada lokasi penelitian atau 
objek yang diteliti atau data yang diperoleh. Sumber data primer dapat diperoleh dari 
informan. Secara teknis informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan 




b. Data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh untuk mendukung sumber data primer. Sumber data 
sekunder yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data 
dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, 




D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
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mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 
yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
37
 
Pengumpulan data diperoleh dari hasil pengumpulan data primer dan data 
sekunder. Data-data tersebut diperoleh melalui kegiatan kegiatan pencatatan dan dari 
berbagai sumbar lain yang tersedia. Data primer diperoleh dari 3 sumber utama, yaitu 
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi/studi pustaka. Data data sekunder 
juga diperoleh dengan membaca buku, literatur, artikel serta informasi tertulis 
lainnya. Metode yang digunakan yaitu: 
a. Observasi 
Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu. Para ilmuan 
hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 
diperoleh melalui obsevasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan 
berbagai alat yang sangat canggih sehinggah benda-benda yang sangat kecil maupun 
sangat jauh dapat diobserpasi dengan jelas.
38
 
Observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan 
pengukuran. Data yang diperoleh adalah data yang diperoleh dari subjek pada saat 
terjadinnya tingkah laku. Tingkah laku yang diharapkan mungkin akan muncul atau 
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mungkin tidak akan muncul. Karena tingkah laku dapat dilihat, Maka dapat dikatakan 
bahwa yang diukur memang sesuatu yang dimaksudkan untuk diukur.
39
 
b. Wawancara  
Esterberg dalam buku Sugiono mendefinisikan bahwa wawancara adalah 
merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 
jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 
tertentu.
40
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin 
malakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 
diteliti,dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan 
jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara: 
1. Terstruktur 
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila 





Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana 
dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 
Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 
                                                             
39
Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial: Suatu Tekhnik Penelitian Bidang 
Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 69. 
40
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Cet. XXIV; Bandung: 
Alfabeta, 2016), h. 316. 
41




terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara di minta pendapat dan ide-idenya. 
Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat 
apa yang dikemukakan oleh informan.
42
 
3. Tak berstruktur 
Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 
tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun  secara sistematis dan 
lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 
berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.
43
 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 
ditujukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa buku harian, surat 
pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen 
lainnya
44
. Penelitian yang dilakukan, yaitu dengan jalan mengumpulkan dokumen-
dokumen pemerintah daerah Kabupaten Luwuyang berhubungan dengan penelitian 
ini. 
E. Informan 
 Orang yang betul-betul dianggap memahami permasalahan yang ingin diteliti 
di lapangan antara lain: 
1) Hasta Bulu selaku sekretaris BPBD Kabupaten Luwu 
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2) Achmad Usman dari LSM  
3) Dan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Ponrang, Ponrang 
Selatan dan Bajo Barat. 
F. Analisis Data  
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 
data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 
Menurut Miles and Huberman mengemuakan bahwa aktifitas dalam analisis data 
kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai 
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
45
Analisis data dalam sebuah penelitian sangat 
dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah 
penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan 
pengumpulan fakta-fakta dilapangan. Analisis data dapat dilakukan sepanjang proses 
penelitian. Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga harus 




a. Pengumpulan Data 
Tahap pertama dalam proses analisis data adalah proses pengumpulan data. 
Data penelitian kualitatif bukan hanya sekedar terkait dengan kata-kata, tetapi segala 
sesuatu yang dapat diperoleh dari yang dilihat, didengar, dan diamati. Dengan 
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demikian, data dapat berupa catatan lapangan sebagai hasil amatan, deskripsi 
wawancara, catatan harian atau pribadi, foto, pengalaman pribadi, jurnal, cerita 
sejarah, riwayat hidup, surat-surat, ageda, atribut seseorang, symbol-simbol yang 
melekat dan dimiliki, dan sebagainnya.
47
Kemudian data dikelompokkan agar lebih 
mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak.Setelah 
mengelompokkan data tersebut, peneliti menjabarkan dengan bentuk teks agar lebih 
dimengerti. 
b. Reduksi Data  
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di lapangan. Setelah memilih data mana dan data dari siapa yang harus 
lebih dipertajam, maka data tersebut dapat dikelompokkan sehingga menjadi 
jembatan bagi peneliti untuk membuat tema-tema dalam laporan penelitian. Dalam 




c. Penyajian Data 
Penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai 
sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan 
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, 
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Peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 
dilakukan. 
d. Penyimpulan Data 
Penarikan kesimpulan dapar saja berlangsung saat proses pengumpulan data 
berlangsung, baru kemudian dilakukan redupsi dan penyajian data. Hanya saja yang 
perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu bukan kesimpulan final. Hal ini 
karena setelah proses penyimpulan tersebut, peneliti dapat melakukan verifikasi hasil 
temuannya kembali di lapangan. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil dapat 
sebagi pemicu peneliti untuk memperdalam lagi proses observasi dan 
wawancarannya. Dengan melakukan verifikas, peneliti dapat mempertahankan dan 
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GAMBARAN UMUM DAN HASIL PEMBAHASAN 
Bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang 
bertujuan menggambarkan lebih dalam tentang lokasi penelitian, seperti yang akan 
dibahas berikut ini. 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak geografis dan luas wilayah 









43’11‖ Bujur Timur, posisis Kabupater Luwu berada 
pada bagian utara dan timur provinsi sulawesi selatan dengan jarak 400 Km dari kota 
makassar. Berdasarkan posisi geografisnya, kabupaten luwu dibatasi oleh kabupaten 
luwu utara dan kota palopo di sebelah utara, teluk bone di sebelah timur, kota palopo 
dan kabupaten wajo di sebelah selatan, kabupaten tana toraja dan kabupaten enrekang 
di sebelah barat. daerah kabupaten luwu terbagi sebagai akibat dari pemekaran kota 
palopo, yaitu wilayah kabupaten luwu bagian selatan dan bagian utara kota palopo.  
Kabupaten Luwu memiliki luas wilayah sekitar 3.000,25 Km
2 
atau 3.000.25Ha 
dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 353.277 jiwa pada tahun 2016, 
dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya bergerak pada sektor pertanian dan 
perikanan. Secara umum karakteristik bentam alam kabupaten luwu terdiri atas 





terjal, dimana berbatasan langsung dengan perairan Teluk Bone dengan panjang garis 
pantai sekitar 116, 161 Km (RTRW Kabupaten Luwu). 
Secara administratif, Kabupaten Luwu memiliki batas sebagai berikut: 
a) Sebelah utara  :Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo 
b) Sebelah timur  :Teluk Bone 
c) Sebelah selatan :Kota Palopo dan Kabupaten Wajo 
d) Sebelah barat  :Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara,  
kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap 
Secara administratif wilayah tersebut terdiri dari 21 Kecamatan yang terbagi 
dalam 192 Desa/Kelurahan dimana Ibukota Kabupaten adalah Belopa (terdiri dari 
Kecamatan Belopa dan Kecamatan Belopa Utara). Kecamatan Lantimojong 
merupakan Kecamatan yang terluas jika dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di 
Kabupaten Luwu dengan luas 467,75 Km
2
 atau 15,59%. Sedangkan wilayah 
Kecamatan dengan luas yang paling kecil adalah Kecamatan Lamasi dengan luas 42,2 
Km
2 
atau 1,41%. Perbandingan luas wilayah dan banyaknya Kecamatan di Kabupaten 






Luas Kecamatan Dan Jumlah Desa/Kelurahan  
Tiap Kecamatan Kabupaten Luwu Tahun 2017 
No 




1 Larompong 225,25 7,51 10 
2 Larompong Selatan 131,00 4,37 9 
3 Suli 81,75 2,75 11 
4 Suli Barat 153,50 5,12 5 
5 Belopa 59,26 1,98 9 
6 Kamanre 52,44 1,75 6 
7 Belopa Utara 34,73 1,16 7 
8 Bajo 68,52 2,28 9 
9 Bajo Barat 66,30 2,21 7 
10 Bassesang Tempe 301,00 10,03 23 
11 Lantimojong  467,75 15,59 10 
12 Bassesang Tempe Utara 122,88 - - 
13 Bupon 182,67 6,09 9 
14 Ponrang 107,09 3,57 9 
15 Ponrang Selatan 99,98 3.33 9 
16 Bua 204,01 6,80 13 
17 Walenrang 94,60 3,15 8 
18 Walenrang Timur 63,65 2,12 8 
19 Lamasi 42,20 1,41 9 
20 Walenrang Utara 259,77 8,66 9 
21 Walenrang Barat 247,13 8,24 5 




Jumlah 3.000,25 100 192 
Sumber : BPS Kabupaten Luwu 2017 
 Sedangkan dari aspek fisik dasar wilayah kabupaten Luwu meliputi kondisi 
topografi atau kemiringan lereng, aspek klimatologi atau kondisi iklim dan curah 
hujan, dan aspek penggunaan lahan. 
2. Aspek atopografis 
Sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu  memiliki tingkat kemiringan di atas 
40% dengan luas wilayah sekitar 197.690,77 Ha atau 65.89% dari luas wilah 
Kabupaten Luwu, sedangkan wilayah dengan kemiringan 0 – 8% dengan luas 
42.094,88 Ha atau 14,03% kemiringan 8 – 15% memiliki luas  29.696,28 Ha atau 
9,90% kemiringan 15 – 25% memiliki luas 8.245,50 Ha atau 2,75% dan 25 – 40% 
memiliki luas 22.297,60 Ha atau 7,43% secara umum, Kabupaten Luwu berada pada 
ketinggian sekitar 0 – 2000 Mdpl. 
3. Aspek klimatologi (iklim dan cuaca) 
Secara umum, keadaan cuaca di kabupaten Luwu dipengaruhi oleh dua musim 
yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kabupaten Luwu memiliki iklim tipe 




C yang merupakan tipe umum didaerah tropis. 
Sedangkan jika ditinjau dari intensitas hujan, maka curah hujan paling tinggi terjadi 
pada bulan Juli dengan nilai 756 mm di Belopa dan intensitas terendah terjadi pada 




intensitas hujan tinggi yang merata tiap bulannya di Kecamatan Bassesang Tempe 
dengan rata-rata 499 mm. 
4. Aspek penggunaan lahan  
Pola pemanfaatan lahan dan pontensi lahan dalam suatu wilayah akan sangat 
mempengaruhi pola kegiatan masyarakat. Terkhusus di Kabupaten Luwu yang 
memiliki pola pemanfaatan lahan yang beraneka ragam karena terdiri daratan dan 
lautan. Secara umum, pola penggunaan lahan di Kabupaten Luwu terdiri dari hutan, 
permukiman tegalan atau kebun, perkebunan, sawah, semak, tambak dan ladang. 
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 2 
Pola Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Luwu Tahun 2016 
No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 
1 Hutan  111.953,5 38,03 
2 Permukiman 4792,9 1,63 
3 Tegalan/kebun 46.675,9 15,86 
4 Perkebunan  75.810,6 25,75 
5 Sawah 4.692,5 1,59 
6 Semak  21.458,8 7,29 
7 Tambak 22.944,2 7,79 
8 Ladang 6.057,6 2,06 







Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Luwu selama lima tahun 
terakhir mengalami peninggkatan, dimana berdasarkan data dari badan pusat statistik 
(BPS) Kabupaten luwu diketahui bahwa rata-rata pertambahan penduduk dalam lima 
tahun terakhir yaitu dari tahun 2012-2016 sebanyak 2.933,6 jiwa per-tahun. Laju 
pertumbuhan penduduk dari tahun 2012—2016 mengalami peninkatan sebesar 1,04 
persen, dengan jumlahpenduduk pada tahun sebelumnya sebesar 350.218 jiwa. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 3 








1 2012 338.609 - 
2 2013 343.793 5,184 
3 2014 347.096 3,303 
4 2015 350.218 3,122 
5 2016 353.277 3,059 
Sumber:Kabupaten Luwu dalam angka 2017 
Secara umum, jumlah penduduk terbesar pada tahun 2016 terdapat di 
Kecamatan Bua sebanyak 34.873 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang terendah 
terdapat di Kecamatan Lantimojong sebesar 5.576 jiwa, selengkapnya dapat dilihat 









2013 2014 2015 2016 
1 Larompong 19 522 19 948 20 144 20 335 
2 Larompong Selatan 16 502 15 927 16 004 16 078 
3 Suli 19 148 18 737 18 838 18 936 
4 Suli Barat 8 771 8 944 9 027 9 108 
5 Belopa 15 346 16 606 16 864 17 121 
6 Kamanre 11 627 11 586 11 668 11 748 
7 Belopa Utara 15 051 16 189 16 428 16 666 
8 Bajo 14 715 15 321 15 496 15 6688 
9 Bajo Barat 9 637 10 171 10 301 10 429 
10 Bassesang Tempe 6 456 6 902 6 996 7 090 
11 Lantimojong  5 625 5 520 5 549 5 576 
12 Bassesang Utara 8 074 8 233 8 307 8 378 
13 Bupon 14 918 14 256 14 342 14 425 
14 Ponrang 26 985 26 756 26 931 27 100 
15 Ponrang Selatan 24 538 24 222 24 368 24 510 
16 Bua 32 011 33 969 34 424 34 873 
17 Walenrang 18 041 18 641 18 842 19 039 
18 Walenrang Timur 15 807 115 100 15 263 15 422 
19 Lamasi 21 051 20 553 20 667 20 777 
20 Walenrang Utara 18 356 18 014 18 114 18 211 
21 Walenrang Barat 9 143 9 299 9 377 9 455 




Jumlah 343 793 347 096 350 218 353 277 
Sumber:BPS Kabupaten Luwu Tahun 2017 
6. Persebaran dan Kepadatan Penduduk 
Jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunya tersebar tidak merata di 
berbagai Kecamatan di Kabupaten Luwu. Tahun 2016 jumlah kepadatan penduduk 
terbesar terdapat di Kecamatan Bua yaitu sebesar 9,32 persen dan jumlah penduduk 
terkecil terdapat di Kecamatan Lantimojong sekitar 1,64 persen penduduk. Sementara 
jika dilihat dari kepadatan penduduk per Km2, Kecamatan Lamasi merupakan daerah 
terpadat yaitu 487,42 perkilo meter persegi (Km2) dengan luas wilayah hanya 1,4 
persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu, sedangkan yang paling rendah 
kepadatanya terdapat di Kecamatan Lantimojong yaitu hanya 11,78 penduduk per 
kilometer persegi (Km2) dengan luas wilayah 15,6 persen dari luas wilayah 
Kabupaten Luwu. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel di bawah ini: 
Tabel 5 
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan 
Kecamatan di Kabupaten Luwu Pada Tahun 2017 






1 Larompong 225,25 20 335 90 
2 Larompong Selatan 131,00 16 074 123 
3 Suli 81,75 18 936 232 
4 Suli Barat 153,50 9 108 59 




6 Kamanre 52,44 11 748 224 
7 Belopa Utara 34,73 16 666 480 
8 Bajo 68,52 15 668 229 
9 Bajo Barat 66,30 10 429 157 
10 Bassesang Tempe 301,00 7 090 40 
11 Lantimojong  467,75 5 576 12 
12 Bassesang Utara 122,88 8 378 68 
13 Bupon 182,67 14 425 79 
14 Ponrang 107,09 27 100 253 
15 Ponrang Selatan 99,98 24 510 245 
16 Bua 204,01 34 873 171 
17 Walenrang 94,60 19 039 201 
18 Walenrang Timur 63,65 15 422 242 
19 Lamasi 42,20 20 777 492 
20 Walenrang Utara 259,77 18 211 70 
21 Walenrang Barat 247,13 9 455 38 
22 Lamasi Timur 57,65 12 332 214 
Jumlah 3.000,25 353 277 118 










B. Hasil Pembahasan 
Pada bagian ini akan membahas hasil penelitian didapatkan dari lokasi 
mengenai rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya tentang implementasi 
perda No 8 Tahun 2016 yang di bagi menjadi beberapa point. 
1. Implementasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu. 
a. Peran BPBD Dalam Mengimplementasikan Perda No 8 Tahun 2016 
Menurut pakar ilmu kebijakan publik Edward III tahapan yang paling penting 
dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering 
dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif 
atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan 
tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena 
suatu kebijakan tidak berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan 
benar. Dengan kata lain merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan 
secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.
50
 
Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn mengenai 
tahapan implementasi kebijakan, jika dikaitkan dengan proses pelaksanaan peraturan 
daerah Kabupaten Luwu dapat dijelaskan bahwa, Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 
tentang penyelenggaraan penanggulanga bencana yang ditetapkan di Kabupaten 
Luwu pada tahun 2016 memag telah dilaksanakan secara resmi sejak tahun 2016, dan 
hingga saat ini telah terimplementasi dengan baik namun belum maksimal. 
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Adapun implementasi peraturan daerah  No 8 Tahun 2016 tentang 
penyelenggaraan penanggulangan bencana ini dilaksanakan oleh lembaga pemerintah 
atau BPBD yang telah dibentuk lembaga khusus untuk melaksanakan proses 
penaggulangan bencana di Kabupaten Luwu yang sesuai dengan teori birokrasi yang 
digunakan dalam penelitian ini. 
Dengan melihat bencana yang sering terjadi maka pemerintah kabupaten luwu 
mengeluarkan peraturan Bupati No 28 Tahun 2010 tentang pembetukan organisai dan 
tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten luwu. Untuk 
melaksanakan pembentukan organisasi tersebut sesuai dengan pasal 25 Undang-
Undang No 24 Tahun 2007 dan Pasal 2 Peraturan Mentri Dalam Negeri No 46 Tahun 




Adapun susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten 
Luwu sebagai berikut: 
1) Kepala Badan; 
2) Unsur Pengarah; 
3) Unsur Pelaksana, terdiri atas; 
a). Kepala Pelaksana 
1). Sekretariat Unsur Pelaksana 
2). Sub bagian Umum dan Kepegawaian 
3). Sub Bagian Keuangan 
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4). Sub Bagian Program 
b). Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas; 
1). Seksi Pencegahan  
2). Seksi Kesiapsiagaan 
c). Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadan Kebakaran, terdiri atas; 
1). Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan  
2). Seksi Pemadam Kebakaran 
d). Bidang Rehabilitasi dan Rekostruksi, terdiri atas 
1). Seksi Rehabilitasi; dan  
2). Seksi Rekonstruksi. 
Bencana alam merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa luar biasa 
yang disebabkan oleh alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, 
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor) sehingga mengakibatkan timbulnya 
korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda dan dampak psikologis. 
Pada umumnya bencana alam terjadi karena adanya perubahan pada alam, 
baik secara perlahan maupun secara ekstrim. Namun beberapa peristiwa bencana 
alam terjadi karena faktor tangan manusia, misalnya penebangan pohon di hutan yang 
menyebabkan terjadinya tanah longsor. Terlebih khususnya mengarah kepada 






1. Kecamatan Ponrang  
2. Kecamatan Belopa 
3. Kecamatan Lamasi 
4. Kecamatan Bajo Barat 
5. Kecamatan Larompong 
6. Kecamatan Suli Barat 
7. Kecamatan Suli 
8. Kecamatan Lamasi Timur 
9. Kecamatan Ponrang Selatan 
10. Kecamatan Larompong Selatan 
11. Kecamatan Bupon 
12. Kecamatan Buah 
Dari beberapa Kecamatan diatas yang rawan terjadinya banjir, maka tiga 
diantaranya Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Ponrang, Ponrang Selatan dan 
Kecamatan Bajo Barat yang menjadi sample penelitian pada tiga tahun terakhir 
sebelumnya. Sedangkan yang rawan terjadinya tanah longsor di Kabupaten Luwu 
seperti Kecamatan: 
1. Kecamatan Bupon 
2. Kecamatan Larompong 
3. Kecamatan Bajo Barat 




5. Kecamatan Suli Barat 
Diantara lima Kecamatan sering terjadi bencana Tanah Longsor, hanya ada 
satu kecamatan yang menjadi sampel yaitu Kecamatan Bajo Barat yang merupakan 
wilayah paling sering terjadi bencana tanah longsor pada saat musim penghujan tiba. 
Sebagaimana UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, 
salah satu fungsi badan penanggulangan bencana pada pasal 13 jelas disebutkan 
meliputi, huruf a ‖perumusan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien” 
dan huruf b ”pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 
terencana, terpadu dan menyeluruh.” Kemudian pada pasal 16 ―untuk melaksanakan 
fungsi sebagaimana di maksud dalam pasal 13 huruf b, unsur pelaksana 
penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi: Pra 
bencana, Saat tanggap darurat dan pasca bencana.Sesuai dengan Perda No 8 Tahun 
2016 menjelaskan adanya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah 
setempat dan mempunyai peran dalam pengimplementasikan Perda tersebut. 
 Keberadaan BPBD diharapkan dapat memberikan solusi buat masyarakat 
yang membutuhkannya terkhusus di Kabupaten Luwu. Seperti yang dijelaskan dalam 
tugas dan fungsi BPBD, memiliki tiga fungsi pokok dalam proses penanggulangan 
bencana sebagai mana dijelaskan dalam peraturan daerah No 8 Tahun 2016 Bagian 
ketiga Pasal 10, unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan 




darurat. 3) pasca bencana. Dan itu sudah dilaksanakan dengan baik seperti pengakuan 
dari tokoh masyarakat yang bernama Ahmad. 
Menurut Ahmad: 
“Ketika terjadi bencana di Dusun Pakebangan seperti tanah longsor, jika 
tanah longsor yang terjadi itu tidak terlalu parah atau bisah digotong 
royong  maka dikerjakan olenh masyarakat  setempat yang berada disekitar 
kejadian bencana itu dengan cara membersihkan baterial yang menimbun 
atau menutup jalan dengan menggunakan peralatan seadanya seperti 
cangkul,linggis dan skop. Tetapi jika bencanah yang terjadi atau tanah 
longsor itu sangat parah atau tidak bisa di atasi dengan menggunakan 
manusia maka barulah ditangani oleh pemerintah setempat. sedangkan 
peran BPBD itu terlihat pada saat proses penyadara masyarakat akan 
pentingganya menjaga hutan agar tetap hijau dengan melakukan 
penghijauan terhadap gunung yang gundul.”
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Selain itu hal yang sama juga dikatakan oleh tokoh masyarakat yang ada di 
Dusun Salumbu yang bernama Nartam:     
Pada saat terjadi bencana di dusun sambu itu terbilang cukup parah karena 
tidak dapat diselesaikan dengan cara manual atau gotong rong jadi 
pemerintah setempat menggerkan alat berat yang kebetulan ada di lokasi 
bencana longsor yang terjadi. Pada saat proses pembersihan material yang 
ada dijalan pemerintah atau perwakilan dari BPBD hadir ditempat kejadian 
bencana untuk mengambil sampel.
53
 
Berdasarkan wawancara dari kedua informan diatas sangat jelas bahwa dalam 
penaggulangan bencana tanah longsor yang ada di Kecamatan Bajo Barat itu sudah 
dilakukan atau terlaksana. Salah satu bentuk yang dilakukan pihak BPBD itu 
memberikan himbauan kepada masyarat tentang pentingnya penghijauan hutang 
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gundul agar dapat mencegah terjadinya pergeseran tanah ketika terkena hujan  dan itu 
juga sangat direspon dengan baik oleh masyarakat setempat. Sedangkan keterlibatan 
BPBD dalam tanggap darurat pada saat terjadi bencana tanah longsor, pihak dari 
BPBD juga terjung langsung untuk membatu masyarakat dalam pembersihan material 
tanah longsor sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Abd. Azis selaku Kepala Desa 
saronda: 
Saat terjadi longsor pada musim penghujan ada terjadi tanah longsor yang 
mengakibatkan satu mobil terperosok dalam jurang yang terjal sehingga 
masyarat agak kesulitan untuk mengeluarkan mobil dan memberikan material 
tersebut. Pada saat proses pengepakuasian mobil tersebut masyarakat dan 
pihak BPBD itu melakukan gotong royong atau bekerjasama untuk 




Penjelasan hasil wawancara dengan pak Asis mengatakan bahwa pihak dari 
BPBD sudah melakukan tugasnya baik itu dalam pencegahan dan penangan bencana. 
Hal yang sama juga ungkapkan oleh Bapak Hasta Bulu selaku Sekretaris BPBD 
(Badan Penanggulangan Bencana Daerah):  
Untuk melakukan atau mengimplementasika tugas dari BPBD dalam 
penanggulangan bencana tanah longsor ada tiga unsur pokok penting yang 
dilakukan oleh orang BPBD yaitu: pencegahan, pengatasan pada saat 
terjadi bencana dan pemerbaikan atau rehabilitasi. yang prtama itu 
melakukan proses penyadara kepada masyarakat terhadap pentingnya 
menjaga lingkungan atau hutan dengan cara melakukan sosialisai tentang 
penghijauan hutan. tidak melakukan penebangan pohon atau penggundulan 
hutan agar pada saat musim penghujan tidak terjadi tanah lonsor.dan untuk 
melakukan semua itu BPBD bekerjasama dengan lembaga lain seperti Lsm, 
Pu, Dinas Kesehatan, Dinas Sosil, Satpol Pp dan Tni. Dengan adanya 
kerjasama atara lembaga tersebut sehingga proses penyelenggaraan 
penanggulang bencana bisa berjalan dengan baik. Yang menjadi 
terselenggaranya tugas BPBD dengan baik itu karena adanya kordinasi 
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yang baik seperti telah dilakukan oleh BPBD saat ini sesuai dengan perintah 




 Dari hasil wawancara dengan bapak Hasta Bulu untuk melakukan 
penyelenggaraan penaggulangan bencana itu ada tiga proses yaitu: prabencana, pada 
saat terjadi bencana dan pasca terjadinya bencana.  
1. Sebelum Terjadi Bencana 
Pada proses pertama yang dilakukan adalah penyuluhan atau pengenalan 
kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Upaya dalam menata dan 
memelihara kelestarian lingkungan, tidaklah hanya mengandalkan pemerintah saja, 
namun lebihjauh kita sebagai warga masyarakat pun mempunyai peranan penting 
dalam upaya mewujudkan program pemerintah. Di antaranya melalui pola pendidikan 
melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya menata dan memelihara 
lingkungan hidup terutama menjaga hutan agar tidak terjadi banjir dan tanah longsor. 
 Pembangunan kesadaran masyarakat yang mempunya wawasan lingkungan 
yang luas merupakan pilar dalam menjaga kondisi lingkungan benar-benar jauh dari 
berbagai pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Sebab pada dasarnya masalah 
lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan-
tangan manusia itu sendiri. Dengan pola pendidikan atau penyuluhan langsung 
kepada masyarakat dengan cara sungguh-sungguh akan terciptalah akar budaya 
masyarakat yang mempunyai kesadaran lingkungan yang tinggi. Artinya etika 
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lingkungan akan menjadi pondasi dalam setiap pembangunan di Indonesia pada 
khususnya dan di dunia pada umumnya. 
 Dengan adanya penerapan penghijauan lingkungan di Indonesia diharapkan 
menjadi salah satu alternatif dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan 
hidup di wilayah Indonesia. Disamping adanya kesadaran masyarakat yang tinggi 
dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dalam langkah mengatisipasi 
dari segala bentuk pengrusakan dan pencemaran lingkungan agar tidak terjadinya 
bencana. Dalam hal ini peran BPBD adalah meningkatkan kesadaran masyarakat 
dalam tahap kesiapsiagaan penanganan bencana alam. Upaya yang perlu dilakukan 
baik mitigasi pasif berupa pendidikan sadar bencana, penyuluhan tentang bencana 
alam serta karakteristiknya. Dengan upaya-upaya yang dilakukan dimungkinkan 
dapat mengurangi dampak bencana dan juga meminimalisir korban akibat bencana 
alam. Dari peran BPBD dalam tahap kesiapsiagaan ini diharapkan mampu 
meningkatkan masyarakat selalu aktif dalam memperoleh informasi mengenai 
bencana alam dan mengenali daerah tempat tinggal mereka masing-masing, sehingga 
dapat diperkirakan kemungkinan terburuk serta antisipasi yang dilakukan untuk itu.  
2. Pada saat terjadi bencana atau tanggap darurat 
Tanggap darurat bencana adalah serangakaian kegiatan yang dilakukan 
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang 
ditimbulkan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan 
kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan 




Pada saat tanggap darurat dukungan yang diberikan dalam kegiatan 
penyelamatan atau evakuasi korban bencana adalah dengan penyediaan atau 
pengoperasian peralatan yang diperlukan untuk mendukung dan memberi akses bagi 
pelaksana kegiatan pencarian dan penyelamatan atau evakuasi korban bencana 
beserta harta bendanya dilokasi dan keluar dari lokasi bencana. 
Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat utamanya dilakukan untuk memulihkan 
kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang rusak akibat bencana yang bersifat 
darurat atau sementara namun harus mampu mencapai tingkat pelayanan minimal 
yang dibutuhkan. Dan menyediakan berbagai sarana yang diperlukan bagi perawatan 
dan penampungan sementara para pengungsi atau masyarakat korban bencana. 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerjasama dengan pihak 
LSM dan masyarakat dalam mengatasi bencana tersebut. Dan adapun peran BPBD 
pada saat tanggap darurat berdasarkan wawancara dengan bapak Hasta Bulu: 
Saat terjadi bencana dilapangan baik bencana banjir atau tanah longsor 
yang paling pertama kami lakukan yaitu penyelamatan korban atau 
evakuasi, memberikan penguman kepada masyarakat agar memberikan 
ruang untuk personil BPBD agar bisa bergerak saat terjadi bencana, 
pendirian posko penampungan untuk masyarakat yang terkena bencana, lalu 
pendirian dapur umum untuk konsumsi korban bencana atau pemberian 
logistik dan pemeriksaan kesehatan sekaligus pemberian obat obatan agar 
masyarakat yang terkena bencana tidak mudah terserang penyakit.  Dalam 
menyelenggarakan semua itu kami tidak kesulutan karena adanya kordinasi 
yang baik dengan lembaga lain sepert PU, LSM, Dinas Sosial, Dinas 
Kesehatan Dan Masyarakat. Sedangkan masalah dana itu tidak jadi 
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Hal yang sama juga disampaikan oleh M. Wafir selaku tokoh masyarakat 
yang terkena banjir. 
Pada saat terjadi banjir di Desa Tirowali yang merendam sebagian rumah 
warga yang berada di sekitaran sungai, banyak warga yang kesulitan untuk 
mengevakuasi barang yang ada didalam rumahnya termasuk saya. 
Untungnya pada saat rumah saya kemasukan banjir ada orang BPBD yang 
membantu saya mengevakuasi barang yang ada didalam rumah dengan 
menggunakan perahu karet dan adanya bantuan logistik serta pemeriksaan 




Dari wawancara informan diatas menjelaskan bahwa peranan BPBD pada saat 
terjadi bencana atau tanggap darurat yaitu ada beberapa rangkaiyan yang dilakukan 
yaitu; 
1. Penyelamatan korban atau evakuasi 
2. Memberikan pengumuman  
3. Pendirian posko penampungan 
4. Pendirian dapur umum 
5. Pemeriksaan kesehatan 
Pada saat terjadi bencana di Kabupaten Luwu baik itu bencana banjir atau 
tanah longsor yang paling utama dilakukan atau yang paling berpengaru dengan 
berjalannya proses tanggap darurat seperti lima poin diatas adalah melakukan 
kordinasi yang baik dengan intansi terkait seperti Masyarat, LSM, Dinas sosisl, Dinas 
kesehatan, Satpol PP serta TNI dan Polri. 
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Tujuan utama kordinasi didalam koteks bencana adalah merupakan efektifitas 
respon terhadap bencana yang terjadi. Kordinasi yang solid sering dinyatakan terbukti 
mampu mengurangi kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh suatu bencana dan 
sekaligus merupakan faktor sukses utama di dalam penanggulangan bencana. 
Misalnya pada tanggap darurat, sebuah tanggap darurat yang terkoordinasikan dengan 
baik merupakan faktor kunci di dalam efektifitas di dalamtanggap darurat terkait. 
Kkurangnya koordinasi juga sekaligus merupakan salahsatu sebab, di antara beragam 
sebab yang ada, gagalnya sebuah tanggap darurat bencana alam. 
Koordinasi dapat berlangsung vertikal (yaitu di antara berbagai pihak di 
berbagai level yang berbeda di dalampenanganan bencana alam) maupun horizontal 
(yaitu: antar pihak pada level yang sama di dalam rantai penanganan bencana alam). 
Berkenaan dengan siklus hidup bencana alam, kordinasi dapat dilakukan dengan 
sistem komando, dengan konsensus, atau dengan sendirinya atau terjadi dengan 
secara otomatis. Pada tanggap darurat yang ditandai oleh pentingnya kecepatan. 
Misalnya koordinasi dengan sistem komando merupakan pilihan yang tepat. Pada 
fase rekonstrusksi dan pemulihan ketika banyak tindakan telah dilakukan sebagai 
respon terhadap bencana dan banyak hal telah mulai mapan maka koordinasi dapat 
terjadi dengan otomatis dilakukan baik oleh para korban maupun berbagai pihak yang 
telah hadir sebelumnya sebagai bagian dari respon bencana alam yang terjadi. 
3. Setelah Terjadi Bencana 
Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten luwu Provinsi 
Sulawesi selatan di dalam struktus organisasi memiliki satu sekretariat dan tiga 
bidang, dimana disalah satu bidang memiliki tugas pada fase pasca bencana yaitu 




tujuan mendorong kawasan pemulihan terdampak bencana di Kabupaten Luwu, yang 
merupakan agenda RR dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BPBD Kabupaten 
Luwu yang tercantum dalam rencana strategis dan RPJMD Pemerintah Kabupaten 
Luwu. Tugas utama bidang RR adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan 
kebijakan umum bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.  
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik 
layanan masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana dengan 
sasaran utama Normalisasi, berjalannya secara wajar sebagai aspek Pemerintah dan 
kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana. Rekonstruksi 
adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada 
wilayah pasca bencana, pemerintaha masyarakat dengan sasaran utam dengan tumbuh 
kembangnya kegiatan ekonomi, sosialdan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban 
serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pada bidang 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdapat lima sektor yang menjadi fokus dalam 
penanganan pasca bencana yaitu: 
a. Sektor Perumuhan dan Permukiman  
b. Sektor Infrastruktur Publik 
c. Sektor Ekonomi Produktif 
d. Sektor Sosial, dan  
e. Lintas Sektor 
Untuk melaksanakan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan lima 
sektor yang menjadi kewenagan, bidang RR menggunakan metode pengkajian 
kebutuhan pasca bencana. Jitupas yang tercantum pada Perka BNPB Nomor 15 




akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi 
penyusunan redaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. pengkajian dan penilaian meliputi 
identifikasi dan perhitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang 
menyangkut aspek pembangunan manusia, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Analisis 
dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai agregat dari akibat bencana dan 
implikasi umumnya terdapat aspek-aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, 
psikosoaial, budaya , politik dan tata pemerintahan. 
Guna mendukung program yang dilaksanakan bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi di perlukan sumber dana yang cukup. Merujuk pada PP Nomor 22 
Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, pelaksanaan 
program Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersumber pada: 
a. APBD Kabupaten/Kota (Melekat Pada SKPD terkait) 
b. APBD Provinsi (Bantuan Sosial, Hibah) 
c. APBN (Hibah Murni) 
d. Bantuan Luar Negeri 
b. Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Luwu 
Dalam menanggulangi atau mengurangi resiko bencana, tidak cukup jika 
hanya dilakukan oleh satu kelompok saja. Namun juga dibutuhkan kerjasama dan 
keterlibatan proaktif dari berbagai pihak, baik itu pada pemerintah, kelompok atau 
organisasi masyarakat, pengusaha dan masyarakat sipil. Selain itu dibutuhkan pula 
manajemen bencana yang baik dari kerja sama banyak pihak tersebut.  
Adapun peran masyarakat dalam proses penyelenggaraan penanggulangan 




jauh tentang peran masyarakat dalam mengimplementasikan Perda No 8 Tahun 2016, 
terlebih dahulu kita ketahui masyarakat manaka yang di maksud. 
Biasanya anggota-angota masyarakat yang menghuni suatu wilayah geografis 
yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira 
sama. Masyarakat dapat menunjuk pada masyarakat kecil, misalya masyarakat 
kelomok etnis batak di sumatra utara, atau suatu masyrakat yang lebih luas seperti 
masyarakat indonesia. Dalam masyrakat seperti ini anggota masyarakat dapat 
berinteraksi satu sama lain karena faktor budaya dan faktor agama, dan atau etnis.
58
 
Masyarakat yang dimaksud disi adalah masyarakat setempat atau commonity. 
Istilah commonity dapat diterjemahkan sebagai ―Masyarakat setempat‖ yang 
menunjukan pada warga sebuah desa, kota, suku atau sebuah bangsa. Apabila 
anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup 
bersma sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat 
memenuhi kepentingan-kepentingan yang utama, kelompok tadi disebut masyrakat 
setempat.
59
 Masyarakat setempat yang dimaksud disini adalah masyarakat Kabupaten 
Luwu. 
Adapun peran masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 
di Kabupaten Luwu, masyarakat sangat berperang penting seperti yang di lontarkan 
oleh Bapak Hasta Bulu:  
Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penggulangan bencana itu sangat 
penting dan sangat membantun bagi kami sebagai orang yang bekerja di 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Adapun peran masyarakat 
dalam bidan kebencanaan itu dapat kita lihat pada saat pra bencana atau 
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sebelum terjadi bencanayang dimana masyarakat berpartisipasi dalam 
pembuatan analisis resiko bencana, melakukan penelitian terkait 
kebencanaan, bekerjasama dengan pemerintah dalam upayah mitigasi, 
mengikuti pendidikan, pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencan. 
Adapun peran masyarakat pada saat terjadi bencana memerikan informasi 
kepada BPBD atau instansi terkait, melakukan evakuasi mandiri, dan 
berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuaidengan bidang keahlian 
masing-masing. Sedangkan peran masyarakat pada saat paskabencana atau 
setelah terjadi bencana, masyarakat berpartisipasi dalam rencana aksi 
rehabilitasi dan rekonstruksi, dan berpartisipasi dalam pemulihan dan 
pembangunan sarana dan prasarana umum.
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 Dari hasil wawancara di atas mengatakan bahwa masyrakat sangat berperan 
penting dalam penanggulangan bencana dan dipertegas lagi oleh bapak Aminullah 
selaku tokoh masyarakat:  
 Kalo kita lihat bencana yang sering terjai di daerah ini yaitu bencana banjir 
dan tanah longsor terus terjadi pada saat musim penghujan. Kita sebagai 
masyarakalah yang harus berperang penting dalam penanggulangan bencana 
ini karena bencana yang terjadi sangat bembuat kita kawatir akan bencana 
yang terjadi. Sedangkan peran masyarakat yang telah dilakukan seperti 
memberikan dukungan terhadap program pemerintah agar dapapat menjaga 
lingkungan dengan melakukan gotongroyong untuk pembersian sampah yang 
ada di saluran air agar dapat megurangi potensi kebanjiran di daerah ini, 
banyak juga masyarak yang berperan dalam bidang pendanaan yang 




Hal senada juga dikatakan dan memperkuat hasil wawancara diatas yang 
dikatakan oleh bapak ABD. Aziz selaku aparat pemerintah: 
Peran masyrakat sangat penting dalam kebencanaan baik itu pra benna, 
tanggap darurat atau peda saat terjadi bencana maupun setelah bencana atau 
rehabilitasi. Ketikat terjadi bencana masyarakat itu langsung melaporkan 
kejadian tersebut kepada pemerintah dan memberikan informasi kepada 
BPBD tentang kejadian itu. Dan bukan hanya itu, masyrakat juga 
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mengimpormasikan kepada pemerintah daerah yang diduga akan terjadi 




Dari penjelasan wawancara diatas peran masyrakat dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana sangat terlihat atau berperang penting dimulai dari 
pembuatan analisis resiko bencana, melakukan penelitian terkait kebencanaan, 
melakukan upayah pencegahan terjadinya bencana, membantu pemerintah dalam 
melakukan mitigasi, mengikuti pendidikan, pelatihan dan sosialisasi penanggulangan 
bencana. Seperi halnya yang dilontarkan oleh Aminullah selaku tokoh masyarakat: 
Kami sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan rawan bencana 
terutama bencana tanah longsor, kami masyarakat berperang dalam bidang 
mitigasi bencana dengan melakukan penyuluhan bersama pemerintah untuk 
memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat setempat akan bahaya 
bencana dan pentingnyan menjaga lingkungan. Serta melakukan 
gotongroyong ketika terjadi tanah longsor yang menimbun jalan yang 
mengakibatkan aktifitas masyarakat menjadi terhambat dan menjadi lumpuh 




Penjelasan selanjutnya tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan 
penaggulanga bencana bisa kita lihat dari hasil wawancara dengan bapak Bustan 
selaku tokoh masyarakat: 
Peran masyarakat dapat kita lihat dengan adanya kesadaran yang terbagun 
dalam setiap masyarakat yang peduli akan bencana baik itu pada saat 
sebelum bencana atau pra bencana maupun saat terjadi bencana serta setelah 
terjadi bencana itu semua berpenga aktif karena adanya kordinasi yang baik 
terbangun antara masyarakat dan pemerintah.
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Dengan adanya kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Luwu 
semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara bersama sama melakukan 
upaya baik pra bencana, saat terjadi bencana maupun setelah terjadi bencana sehingga 
mampu untuk meminimalisir kejadian bencana yang akan terjadi nantinya. 
Sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu 
dalam pencegahan terjadinya bencana tanah longsor dan banjir, masyarakat 
melakukan penghijauan hutan dan menanam tanaman yang dapat mencegah 
terjadinya pergeseran tanah atau tanah longsor dengan menanam tanaman seperti 
cengkeg, rambutan, durian, mangga, kesambi, petei, asam, jadi dan beberapa pohon 
yang dapat menahan agar tidak terjadi bencana tanah longsor pada saat musim 
penghujan serta melakukan penyadaran terhadap sesama masyarakat agar tetap 
menjaga lingkungan sekitar. 
Sedangkan pada saat terjadi bencana banjir maupun tanah longsor, tidak 
sedikit masyarakat yang berperang aktif dalam mitigasi bencana atau tanggap darurat 
seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bajo Barat pada saat terjadi tanah 
longsor di Dusun Salumbu Desa Saronda pada tanggal 24 April 2017 dimana 
masyarakat melakukan evakuasi korban terkena bencana dengan alat seadanya untuk 






c. Peran LSM dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di 
Kabupaten Luwu 
Pada bagian ini akan dibahas bengenai bagaimana peran Lembaga Swadaya 
Masyarakat dalam proses penyelenggaraan penanggulanga bencana di kabupaten 
luwu. pada umumnya lembaga swadaya masyrakat adalah sebuah organisasi yang 
didirikan baik secara perorangan maupun secara kelompok dimana organisasi tersebut 
tidak berorientasi pada hasil maupun labah melainkan karena adanya tujuan tertentu 
di dalam masyarakat. 
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan pengembangan dari sebuah 
organisasi non pemerintah (omop) atau juga di sebut sebagai lembaga non goverment 
organitation (NGO). Jadi sebuah lembaga swadaya masyarakat merupakan sebuah 
organisasi diluar pemerintah, diluar birokrasi, tujuannya bisa membantu kinerja 
pemerintah bahkan justru ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menjadi 
penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Secara umum pengertian lembaga 
swadaya masyarakat (LSM) merupakan sebuah organisasi yang tidak terikat dengan 
pemerintah dan birokrasi.  
Sebuah organisasi dapat dikatakan masuk dalam lembaga swadaya 
masyarakat apabila memiliki ciri berikut ini: 
1. Organisasi tersebut bukan bagian dari pemerintah maupun birokrasi 




3. Organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya tidak berorientasi pada laba 
atau profit belaka melainkan karena adanya tujuan tertentu yang berguna 
bagi masyarakat pada umumnya. 
4. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut sangat menguntungkan 
bagi masyarakat umum tidak hanya menguntungkan bagi para 
anggotannya atau pada profesi tertentu saja.   
Saat ini di indonesia setidaknya kurang lebih 10.000 lembaga swadaya 
masyarakat yang berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan terutama 
pada rana politik. Perkembangan jumlah lembaga swadaya masyarakat ini di sinyalir 
akan terus merangkak dengan cepat bukan hanya pada tingkat provinsi saja namun 
juga pada tingkat kabupaten dan kota.  
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan dapat mencapai tujuannya dengan 
baik jika mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Berikut ini adalah beberapa 
fungsi dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) di indonesia: 
1. Sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelolah dan 
melaksanakan semua aspirasimasyarakat dalam bidang pembangunan 
terutama pada bidang yang kerap kali tidak diperhatikan oleh Pemerintah. 
2. Senangtiasa ikut menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta 
memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan, ini merupakan 





3. Ikut melaksanakan, mengawasi, memotifasi dan merancang proses serta hasil 
pembangunan secara berkesinambunagan tidak hanya pada saat itu juga. 
Dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus memberikan 
penyuluhan langsung kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam 
pembagunan. 
4. Ikut aktif dalam memelihara dan menciptakan suasan yang kondusif di dalam 
kehidupan masyarakat bukan sebaliknya justru membuat keadaan semakin 
kacau dengan adanya isu-isu palsu yang meresahkan masyarakat. 
Sedangkan tujuan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menjadi 
objek peneliti yaitu: 
1. Lembaga swadaya masyarakat peduli lingkunagan alam, LSM ini bertujuan 
untuk mengawasi dan ikutserta dalam perlindungan lingkungan alam.  
Hak dan kewajiban lembaga swadaya masyrakat (LSM) di antaranya: 
1. Menyusun rencana kegiatan serta mengadakan berbagai kegiatan dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama antara anggota LSM. 
2. Menunjang dan mempertahankan nama baiknya saat menyelenggarakan 
program kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat dan para anggotanya. 





4. Mempertahankan hak keberlangsungan lembaga swadaya masyarakat sesuai 
dengan tujuan LSM tersebut. 
5. Melakukan koordinasi dengan para anggota LSM untuk menjalankan tujuan 
dan mempertahankan keberlangsungan hidup LSM tersebut. 
Selain hak yang diperoleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) di atas, LSM 
juga berkewajiban untuk: 
1. Memiliki anggaran dasara dan anggaran rumah tangga dengan sumber 
pemasukan dan pengurangan yang jelas. 
2. Senantiasa ikut serta dalam menghayati, mengamalkan dan mengawasi 
jalannya pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. 
3. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan golongan, lebih 
mementingkan kepentingan negara daripada mementingkan kepentingan 
perorangan dan senantiasa ikut serta dalam mengamankan Negara Kesatuan 
Repoblik Indonesia. 
4. Ikut mempasilitasi atau menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat 
terutama dari bawah keatas karena hal ini kerap kali di abaikan.   
Adapun hasil wawancara dari bapak Achmad Usman, selaku anggota atau 
perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengenai peranan LSM dalam 




Jika kita lihat kejadian bencana alam yangterjadi di kabupaten luwu, mulai 
dari bencan banjir hingga tanah longsor itu sering terjadi setiap musim 
penghujan tiba. Dengan melihat hal tersebut kami selaku LSM harus terjun 
langsung kelapangan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan penaggulangan 
bencana sesuai tugas dan fungsi kami sebagi LSM. Adapun hal yang paling 
pokok kami lakukakan untuk menghadapi hal tersebut di antaranya, 
mendukung program pemerintah atau ikut serta dalam peyuluhan akan 
pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan 
hidup, kami juga menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menyambungkan 
suara masyarakat kepada pemerintah, kami juga ikut serta saat terjadi 
bencana dan setelah terjadi bencana. Dan juga sebagai pengontrol proses 
berjalannya proses penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah 
yang dilaksanakan oleh BPBD.
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Berdasarkan wawancara diatas telah tampak jelas bahawa peran lembaga 
swadaya masyarakat (LSM) telah dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi LSM itu 
sendiri. Adapun hasil wawancara yang serupa di katakan oleh bapak Hasta Bulu 
selaku sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu 
yaitu: 
Keberadaan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Luwu sangat 
membantu badan penanggulangan bencana dan masyarakat, hal-hal yang 
dilakukan oleh orang-orang LSM di antaranya, membantu kami memberikan 
penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, 
sebagai penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah dengan cara jika 
ada keluhan masyarakat yang tidak bisa disampaikan secara langsung maka 
itu disampaikan oleh orang LSM. Memberika kontribusi yang besar terhadap 
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang kami lakukan baik itu pra 





Hal serupa yang dikatakan oleh bapak Nartam (Tokoh Masyarakat) 
Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu: 
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Peran LSM dalam penanggulangan bencana seperti yang dilakukan waktu 
lalu yaitu penyuluhan tentang pentingnya menjaga lingkungan agar potensi 
bencana dapat terkurangi, menjadi tempat masyarakat untuk memberikan 
iformasi yang akan disampaikan kepada pemerintah, menjadi pemantau 
proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. LSM juga turut serta ketika 




Dari hasil wawancara bapak Hasta Blu dan bapak Nartam menunjukan bahwa 
peran LSM dalam penanggulangan bencana telah berjalan dengan baik sesuai dengan 
tugas lembaga tersebut, hal ini dipertegas lagi oleh bapak Rahmat (Tokoh 
Masyarakat) di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu: 
Peran LSM pada saat bencana terjadi di Kecamatan Ponrang ini bisasa kita 
lihat, sebelum terjadi bencana orang-orang dari LSM melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat agar tidak membuang sampah disaluran air agar tidak 
terjadi penggenangan air ketika hujan datang, LSM juga sebagai media bagi 
masyarakat setempat sekaligus mengontrol atau mengawasi program 





Berdasarkan wawanca diatas sangat jelas terlihat bahwa peran LSM sangat 
berpengaruh dikalangan masyarakat maupun pemerintah terutama dalam bidang 
kebencanaan, peran LSM disini sangat membatu pemerintah dan masyarakat untuk 
mengurangi resiko terjadinya bencana di Kabupaten Luwu. 
2. Faktor determinan 
Faktor determinan adalah faktor yang sangat mempengaruhi 
terimplementasinya atau tidaknya suatu perda yang terbagi dalam dua bagian yaitu: 
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a. Faktor Pendorong 
Adapun faktor pendorong dari terselenggaranya Perda No 8 Tahun 2016 
tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya: 
1). Sumber Daya Manusia 
Pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu telah terlaksana 
dengan baik karena sumberdaya manusianya sangat mendukung baik itu dari lembaga 
pemerintah yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan proses penanggulangan 
bencana  yaitu BPBD dan lembaga swasta yang ikut serta dalam proses 
penaggulangan bencana seperti LSM, serta masyarakat setempat yang sangat 
berperang penting dalam proses penaggulangan bencana, sebagaimana yang 
dikatakan oleh Bapak Hasta Bulu selaku sekretaris BPBD di Kabupaten Luwu yaitu: 
Salah satu faktor pendororng terimplementasinya dengan baik perda no 8 
tahun 2016 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana itu karena 
adanya dukungan dari sumberdaya manusi yang memadai, baik itu dari 
kalangan pemerintah seperti dinas kesehatan, dinas sosial, TNI, satpol PP 




Dari hasil wawancara dengan bapak Hasta Bulu menunjukana bahwa 
sumberdaya manusia dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu itu sudah 
memadai dan sangat membantu berjalannya proses penaggulangan yang dilakukan 
oleh pemerintah. 
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2). Sumber Daya Finansial 
Sumberdaya finansial yaitu kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan 
atau program dan fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan untuk 
mengoperasionalisasikan implementasi suatu kebijakan atau program. Badan 
penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Luwu dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsinaya dengan baik karena adanya dukungan dari dana yang cukup mulai 
dari dana hibah yaitu pemberian uang atau barang dan jasa dari pemerintah daerah 
kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainya, perusahaan daerah, masyarakan 
dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang 
bertujuan untuk tidak menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dana 
hibah inilah yang menjadi salah satu sumber pendanaan BPBD dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai mana telah dikatakan oleh bapak 
Hasta Bulu selaku sekretaris BPBD: 
Sebagai pendukung proses terselenggaranya penanggulangan bencana di 





Dari hasil wawancar dengan sekretaris BPBD yaitu bapak Hasta Bulu 
mengatakan bahwa dia telah menerima dana hibah sebesar 15,4M untuk digunakan 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dan adapun dana lain yang digunakan 
oleh BPBD yaitu dana DSP atau dana siap pakai. 
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Dana siap pakai (DSP) kerap digunakan sebagai sumber pembiayaan disaat 
darurat bencana. Penanggulangan bencana yang bersifat dinamis turut memberikan 
andil untuk selalu dilakukan penyesuaian peraturan terkait DSP atau populer dikenal 
dengan dana on call BNPB.  Peraturan awal untuk pembiayaan bencana pada awalnya 
diatur oleh pemerintah melalui PP no 22 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan 
bencana. Disana disebutkan bahwa dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia 
dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana 
sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
71
 Sebagaimana telah dikatakan 
oleh bapak Hasta Bulu selaku sekretaris BPBD: 
Pada tahun 2015 kita juga dapat dana DSP atau dana siap pakai dari pusat, 




Dari wawancara diatas juga mengatakan bahwa pada tahun 2015 adanya dana 
DSP dari pusat yang diterima oleh BPBD untuk digunakan dalam penyelenggaraan 
penaggulangan. 
3). Sumber daya fasilitas 
Fasilitas adalah peralatan yang digunakan oleh badan penanggulangan 
bencana daera dalam melaksanakan tugasnya dan itu sangat berpengaru terhadap 
keberhasilan atau berjalannya proses penaggulangan bencana. BPBD Kabupaten 
Luwu dapat melaksanakan tugasnya dengangan baik karena adanya dukungan dari 
fasilitas yang telah disiapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya seperti: 
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Peralatan BPBD Kabupaten Luwu  
No Nama Alat  Jumlah Keterangan 
1 Mobil Ranger 2 unit Baik 
2 Mobil Ambulance 1 unit Baik 
3 Motor Trail  10 unit Baik 
4 Matras 10 buah Baik 
5 Pelampung 30 buah Baik 
6 Velbet 5 buah Baik 
7 Perahu Karet 3 buah Baik 
8 Water Treadment 2 set Baik 
9 Genset 2 unit Baik 
10 Tenda Keluarga 5 unit Baik 
11 Tenda Pleton  4 unit Baik 
12 Tenda Regu  4 unit Baik 
13 Mesin Pompa Air 3 unit Baik 
14 Pelampung Pompa Air 3 unit Baik 
15 HT 2 unit Baik 
16 RIG 2 set Baik 






Peralatan Dapur Umum Kabupaten Luwu 
No Peralatan DU Jumlah No Paralatan DU Jumlah 
1 Kompor Arang 10 24 Wajang Sedang 5 
2 Pembakaran Ikan 5 25 Wajang Kecil 5 
3 Kompor Gas 1 Mata 7 26 Dudukan 
Kompor Gas 
9 
4 Panci Dasar 8 27 Selang 
Regulator 
6 
5 Panci Sedang/Tengah 5 28 Panci 555 10 
6 Ember Hitam 8 29 Rak Piring 4 
7 Panci Kecil 8 30 Ember Besar 6 
8 Baskom Besi Besar 10 31 Ember Kecil 8 
9 Baskom Kecil 12 32 Mangkok Kecil 3 
10 Tempat Nasi Besar 6 33 Mangkok Besar 5 
11 Tempat Nasi Kecil 4 34 Piring Besar 8 
12 Tabung Gas Besar 4 35 Lap Kompor 4 
13 Ember Kecil 6 36 Piring Melamin 10 
14 Ceret 10 37 Sendok Up 8 
15 Pisau 16 38 Talangan 6 




17 Spatula 4 40 Piring Plastic 8 
18 Rinnai Besar 4 41 Sendok Nasi 9 
19 Gelas Malamin 25 42 Sendok Makan 8 
20 Ceret Biasa 8 43 Kain Alas Panic 7 
21 Tempat Nasi Biasa 8 44 Gelas 55 58 
22 Baki 10 45 Dispenser 6 
23 Wajang Besar 6 46 Peralatan Dapur 20 Pkt 
 
Dengan adanya perlengkapan peralatan yang dimiliki oleh badan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana(BPBD) ini sangat berpengaruh atas proses 
yang dilakukan oleh BPBD dalam melaksanakan tugasnya dan peralatan yang 
dimiliki ini sangat mendorong atas berhasilnya  penyelenggaraan penanggulangan 
bencana yang dilakukan oleh BPBD di Kabupaten Luwu sebagaimana yang telah 
dikatakan oleh bapak Hasta Bulu selaku sekretaris BPBD: 
Untuk mencapai keberhasilan menjalankan tugas dan fungsi badan 
penanggulangan bencana itu sangat dipengaruhi oleh penyediaan pasilitas 
yang dimiliki oleh BPBD
73
 
Dari hasil wawancara dengan sekretaris badan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana Kabupaten Luwu mengatakan bahwa kelengkapan peralatan 
yang dimiliki oleh BPBD sangat berpengaru terhadap keberhasilan proses 
penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD. 
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b. Faktor penghambat 
Implementasi yang dilakukan badan penanggulangan bencana daera (BPBD) 
dalam penanggulangan bencana tidak seperti yang kita bayangkan karena dalam 
mengimplementasikan suatu perda yang telah ditetapkan oleh DPRD tidak hanya 
memiliki penorong tetapi juga mengalami kendala atau hambatan walaupun itu tidak 
terlalu sulit. Dan yang menjadi hambatan bangi BPBD dalam mengimplementasikan 
perda no 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, terhambat 
pada proses penyadaran kepada masyarakat akan baya yang ditimbulkan dari aktifitas 
masyarakat dalam pengelolaan tanah yang rawan longsor.  
Seperti yang terjadi di Kecamatan Bajo barat, sebagian kecil masyarakat masih 
ada yang melakukan pembabatan hutan untuk dijadikan perkebunan karena 
kurangnya lahan yang datar untuk dijadikan lahan perkebunan, sebagaimana yang 
telah dikatakan oleh bapak Ahmad selaku tokoh masyarakat: 
Sebenarnya penyebab terjadinya tanah longsor di daerah Kecamatan Bajo 
Barat ini karena masi ada masyarakat yang berkebun atau menggarap tanah 
yang rawan longsor. Itu dilakukan karena tidak adanya lagi lahan yang kosong 
yang bisa digarap oleh masyarakat dan juga dikarenakan jarak yang cukup 





Dari hasil wawancara dengan bapak ahmad selaku tokoh masyarakat di 
Kecamatan Bajo Barat mengatakan bahya masyarakat terpaksa menggarap tanah yang 
rawan longsor karena kurangnya lahan yang bisa digarap dan jarak yang sangat jauh. 
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Dari pembahasan hasil diatas mengenai peran pemerintah atau BPBD, 
masyarakat dan lembaga swadaya masyrakat dalam mengimplementasikan perda no 8 
tahun 2016 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana alam di kabupaten 
luwu didapatkan beberapa simpulan yaitu: 
1. Implementasi perda no 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan 
penanggulangan bencan alam yang dilakukan oleh Pemerintah atau BPBD, 
Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  telah 
terselenggarakan dengan baik, karena penanggulangan bencana dilakukan 
secara cepat dan tepat sesuai tuntutan keadaan. Adanya koordinasi yang baik 
antara pemerintah, masyarakat dan LSM serta instansi atau dinas terkait 
sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada koordinasi 
yang baik dan saling mendukung serta dalam penanggulangan bencana harus 
melibatkan berbagai pihak secara seimbang. 
2. Berdasarkan apa yang telah didapatkan dilapangan mengenai faktor 
determinan atau faktor pendorong dan faktor penghambat dari implementasi 
perda no 8 tahun 2016. Yang menjadi pendorong terimplementasinya perda 
dengan baik karena adanya sumberya manusia yang cukup, adanya dana yang 
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Gambar 1. Wawancara dengan bapak Amir selaku (tokoh masyarakat) Kecamatan 










Gambar 2. Wawancara dengan bapak Bustam (Tokoh Masyarakat) Kecamatan Bajo 












Gambar 3. Wawancara dengan tiga bapak Rahmad, Aminullah dan M. Wapir tokoh 












Gambar 4. Wawancara dengan bapak Achmad Usman selaku perwakilan dari 











Gambar 5. Wawancara dengan bapak Nartam (Tokoh Masyarakat) di Kecamatan 




















Gambar 7. Gambar ini menunjukan proses wawancara dengan bapak Nursan Said (Tokoh 











Gambar 8. Wawancara dengan bapak Ahmad (Tokoh Masyarakat) di Kecamatan 





















Gambar 10. Jembatan Roboh akibat bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Bajo 









Gambar 11. Gambar ini menunjukan bencana tanah longsor yang terjadi  











Gambar 12. Gambar ini menunjukkan proses pembersihan matrial tanah longsor 










Gambar 13. Gambar ini menunjukan proses evakuasi barang bekas terendam banjir 











Gambar 14. Gambar ini menunjukkan proses pembersihan material tanah longsor 
   Yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bajo Barat  
  Kabupaten Luwu. 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
ANDIKA MK. A. KANNA, Penulis dilahirkan di Desa 
Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Provinsi 
Sulawesi Selatan pada tanggal 09 April 1995, dari Ayah 
yang bernama Andi Makkasau dan Ibu bernama Nurhayati 
Salim. Penulis merupakan anak ke tiga dari delapan 
bersaudara. 
Jenjang pendidikan yang ditempuh mulai dari sekolah dasar (SD) di SD 
Negeri 551 Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu (2001-2007). Kemudian 
dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Bua Ponrang 
Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu (2007-2010). Kemudian melanjutkan ke 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMKN 1 Terpadu Luwu Ponrang selatan, 
Kecamatan Pontrang Selatan Kabupaten Luwu (2010-2013). Mengambil jurusan 
Tehnik Bangunan. 
Setelah tamat di SMK Negeri 1 Terpadu Luwu Ponrang selatan penulis 
bekerja selama satu tahun kemudian pada tahun 2014 kemudian penulis melanjutkan 
Studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan jalur ujian masuk (UM-
PTKIN) pada jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik 
 
